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ABSTRAK

Fasilitas pembiayaan atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR BTN Indent iB)
merupakan salah satu produk BTN Syariah Kantor Cabang Kota Pekanbaru yang
dilakukan dengan menggunakan akad Murabahah. Dengan adanya fasilitas
pembiayaan (KPR BTN Indent iB) maka pihak bank akan mendapatkan
keuntungan dengan cara bagi hasil. Pihak bank memberikan pinjaman dana kepada
nasabah dan selanjutnya nasabah mengembalikan pinjaman dengan cara
mengangsur setiapbulannya.dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Tetapi
dalam praktiknya dijumpai nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya
dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama ketika perjanjian telah dibuat.
Pembiayaan yang macet merupakan salah satu dampak yang besar di dunia
lembaga keuangan, termasuk salah.satunya pada lembaga perbankan syariah. Oleh
karena itu, pthak perbankan:harus menyusun sebuah cara yang-tepat dan benar
untuk menyelesaikan pembiayaan macet ketika itu terjadi.

Dalam melakukan penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah
pokok diantaranya adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan
Rumah (KPR) antara debitur dengan BTN Syariah Cabang Pekanbaru dan
bagaimana penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian Kredit
Pemilikan Rumah (KPR) antara debitur dengan BTN Syariah Cabang Pekanbaru.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
Observational Research dengan cara survey, yakni penelitian dilakukan langsung
ke lokasi penelitian guna untuk mendapatkan informasi dan data yang ada
kaitannya dengan penelitian ini dengan melakukan wawancara sebagai alat untuk
mengumpulkan data. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu penulis
memberikan gambaran yang diteliti antara debitur dengan BTN Syariah Cabang
Pekanbaru.

Berdasarkan hasil ‘penelitian, mengenai..Pelaksanaan Kredit Pemilikan
Rumah (KPR) antara debitur dengan ‘BTN'Syariah Cabang Pekanbaru terkadang
menimbulkan kendala dalam perjanjian kredit yang telah disepakati yakni debitur
yang melakukan wanprestasi, untuk mengatasi masalah tersebut pihak BTN
Syariah yaitu dengan cara pihak bank akan menanyakan terlebih dahulu penyebab
nasabah melakukan wanprestasi (musyawarah). Jika tidak menemui titik terang
atau solusi maka pihak bank akan melakukan.sita jaminan atau agunan milik
nasabah yang merupakan-jalan terakhir." Apabila nasabah memang benar-benar
tidak punya itikad baik atau sudah-tidak bisa lagi melakukan pengembalian
pinjaman seperti diawal yang telah diperjanjikan

Kata Kunci : Fasilitas Pembiayaan, Kredit Pemilikan Rumah, BTN Syariah
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ABSTRACT

The financing facility or Home Ownership Credit (KPR BTN Indent iB)

is one of the BTN Syariah products for the Pekanbaru which is carried out using a
Murabahah contract. With the financing facility (KPR BTN Indent iB), the bank
will benefit by way of profit sharing. The bank provides loan funds to the customer
and then the customer returns the loan in monthly installments with a
predetermined period of time. However, in practice, customers are found who do
not carry out their obligations with an agreement that, was mutually agreed upon
I e major impacts in the
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

hari setiap
usia untuk
apabila hasil
kerja keras butuhan hidup
mereka, maka perusahaan yang
bisa mem asyarakat demi
memenuhi ang  memenuhi

kebutuhan

yang tidak begitu me * under. Kebutuhan primer

LY ‘

\ LIXN\
adalah kebutuhan paling pokot dipenuhi oleh setiap manusia yang
bernyawa untuk berlangsungnya hidup seperti papan (tempat tinggal), pangan

(makanan) dan sandang (pakaian). Sementara itu, kebutuhan sekunder adalah

kebutuhan yang dapat dipenuhi apabila kebutuhan primer sudah terpenuhi.



Kadang kala kebutuhan tidak bisa terpenuhi karena terkendala dengan
keuangan yang dimiliki. Dengan keadaan seperti itu, kebanyakan masyarakat
(debitur) yang memiliki kendala dalam keuangan mengatasinya dengan cara
melakukan peminjaman uang atau berhutang kepada pihak lain (kreditur) dan
kemudian mengembalikan peminjaman dengan kesepakatan yang telah disepakati
antara pihak-yang terlibat didalam perjanjian tersebut.(Supramone, 2009, p. 1)

Seiring berjalannya waktu, dilndonesia dalam beberapa tahun belakangan
ini mengalami peningkatan terutama dalam bidang .pembangunan dan bisnis.
Dalam bidang bisnis yang sangat terlihat peningkatannya seperti-banyaknya orang
yang melakukan transaksi jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya.

Dengan terjadinya peningkatan dalam kegiatan pembangunan dan bisnis
maka timbul berbagai macam permasalahan yang akan terjadi, baik perjanjian jual
beli, sewa menyewa ataupun-sewa beli properti. Masalah yang terjadi didalam
dunia bisnis atau perdagangan bisa diselesaikan di pengadilan atau dapat
diselesaikan di-luar pengadilantyakni depgan adanya badan badan arbitrase.
(R.Subekti, 1992 , p. vii)

Pembangunan di Indonesia diharapkan dapat menampung kebutuhan
masyarakat agar bisa mewujudkan masyarakat sejahtera yang sudah diamanati
dalam “Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Kesejahteraan yang diperuntukkan
masyarakat berkaitan dengan kebutuhan pokok hidup manusia yang bersifat
primer. Terjadinya pertumbuhan penduduk di Indonesia yang semakin meningkat

disetiap tahunnya, tentunya kebutuhan hidup manusia juga akan semakin
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bertambah. Salah satu contohnya adalah kebutuhan hidup manusia akan tempat
tinggal atau rumah. (Badrulzaman, 2005, p. 182)
Menurut “Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 H ayat 1”

dinyatakan bahwa :

tempat tinggal

at dan martabat

dipisahkan dari
kehidupan mé G berkemba gan siklus kehidupan

manusia. Ruma '@ B manusia baik itu

Pada masa sekarang, kebutuhan akan perumahan termasuk suatu masalah
khususnya di daerah perkotaan yang harus dicari jalan keluarnya secara bersama-
sama oleh pemerintah terkait. Pembangunan perumahan dan pemukiman yang
selalu ditingkatkan agar dapat menyediakan rumah dengan jumlah yang lebih

banyak dengan harga yang lebih ramah dan terjangkau, khususnya bagi

3
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masyarakat yang termasuk dalam kategori kurang mampu untuk membeli secara
tunai. (Santoso, Jakarta, p. 3)

Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membeli rumah dengan
pembayaran lunas yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi. Maka dari sini,

salah satu fungsi lembaga perbankan terlihat jelas memberikan solusi bagi

yang berasal dari masyarakat dan diberi asyarakat dengan

memberikal

Solusi dalam masalah pe ang dapat digunakan adalah melalui
bank. “Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan” berbunyi :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk
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kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf

hidup rakyat banyak”.

Istilah “Kredit” biasanya digunakan pada sistem perbankan konvensional

berdasarkan pasar bunga, sedangkan istilah “Pembiayaan” digunakan pada sistem

keuntungan yang.¢ an maupun berdasarkan

‘\‘ &m “m‘&“ !t riah sebagai

memberike ana as a berdasarkan
prinsip syari : : ina diberikan oleh
kreditur ( & an penuh rasa
percaya se 1 penerima « A me _ : embayar atau
mengembal serta berimbang
dengan jan a dalam akad

pembiayaan.

“Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau
tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang



dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Pekanbaru termasuk
salah satu lembaga keuangan yang memberikann dan menyediakan fasilitas

pelayanan pembiayaan serta.fasilitas lainnya yang-dibutuhkan oleh masyarakat.

Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan ingin memiliki rumah
tetapi tidak bisa membangun-rumah sendiri serta tidak bisa membeli rumah secara
cash dapat memanfaatkan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diberikan
oleh pihak PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Pekanbaru kepada

masyarakat dengan cara cicilan melalui kredit.

PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Pekanbaru ketika
hendak memberikan pinjaman_secara kredit kepada.nasabah atau debitur tidak
secara mudah Dbegitu saja. Akan tetapi pihak bank selaku lembaga yang
menyediakan peminjaman Secarakredit akan membuat kesepakatan dengan pihak
pembeli rumah sebagai nasabah (debitur). Kesepekatan yang telah disetujui antara
para pihak akan menimbulkan “perjanjian kredit”. Perjanjian kredit yang terjalin
antara pihak bank dan‘nasabah berdasarkan pada perjanjian yang telah disetujui

akan menimbulkan hak dan kewajibanyang harus dipenuhi. (Sutarno, 2003, p. 98)

Perjanjian kredit atau kontrak dibuat bertujuan untuk melindungi para
pihak serta memberi kekuatan hukum bagi pihak-pihak yang menyepakatinya.
Didalam perjanjian kredit biasanya termuat hakserta kewajiban masing-masing

pihak yang terlibat serta objek perjanjian. “Pada Kitab Undang-Undang Hukum
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Perdata” beberapa perjanjian harus dilakukan tertulis dihadapan notaris dan
perjanjian yang akan mengikat dengan pemberian atau penyerahan suatu objek

yang telah diperjanjikan. (Kusumaastuti, 2019, p. 83)

Apalagi pada saat kondisi pandemi Covid 19 ini, dalam Kredit Pemilikan

inasabah yang terkend

‘ E m “E‘m“ !@ arena faktor

n.pembayaran angsuran

didalam bank.
Apabila ba berikan kredit
dalam ju ga mengalami

kesulitan da

Bank wajib mempunyai keye perdasarkan analisis yang mendalam
atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk
melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai

dengan diperjanjikan”.
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Jadi dalam pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melibatkan 2 pihak.
Pihak-pihak yang terlibat diantaranya yaitu pertama, pihak yang memberikan
pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah yakni bank (Kreditur) dan kedua, pihak

yang berhutang (Debitur/Nasabah).

2. Bagaimana penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara debitur dengan Bank Tabungan

Negara (BTN) Syariah Cabang Pekanbaru?
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan
diatas, maka yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan

. Secara Praktis, has ni diharapkan dapat memberikan
manfaat bagi setiap orang untuk mengetahui lebih dalam tentang
pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikian Rumah di PT. Bank

Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Pekanbaru dan dapat
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menjadi referensi untuk peneliti lain di Fakultas Hukum jurusan

perdata khususnya dibidang perjanjian.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitan yang‘penulis lakukan yaitu mengenai.tinjauan umum terhadap

misalnya dé : A kita dengar dan

kita lihat, \ i ali terjadi ing ‘H’ ukan oleh para

sebab yang halal, sebagaimana dalam “Pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata”. (Suharnoko, 2012, p. 1)

Hans Wehberg berpendapat bahwa perjanjian adalah pertukaran janji

atau kesepakatan yang mengikat antara pihak-pihak secara hukum atau perjanjian

10
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antara para pihak yang akan ditegakkan oleh hukum. Hukum kontrak berdasarkan
pada asas pacta sunt servanda (janji harus ditepati).

Subekti berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu keadaan yang mana
seseorang membuat perjanjian dan menyepakatinya atau dua orang saling terikat

melaksanakan perjanji

LA TN

LY

dilakukan o adala “ erja ap
perbuatan

iannya. Dimana

2\ B\ 2

pihak yang

suatu kesep ari seseorang bagi

dimaksud pengikatan didalam de ebut ialah hubungan hukum yang
dilaksanakan dengan terjalinya persetujuan antara para pihak dan menimbulkan
akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak

yang membuat dan melakukan perjanjian itu sendiri. (Admiral, 2018)
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Suatu perjanjian dapat dikatakan sah jika memenuhi ketentuan sahnya
perjanjian yang telah disebutkan dan diatur dalam “Pasal 1320 KUHPerdata.”
Pasal ini menentukan empat syarat agar sahnya suatu perjanjian dilaksanakan,
yaitu:

1. Kesepakatan yangdilakukan oleh para pihak

2. au- kem an dalam be Bt kan perbuatan

3 pa saja yang

pagi kreditur
4.

an melibatkan
para pihak point tiga dan
empat mer

janjian tersebut

dapat tertun ang terlibat dapat
mengajukan ke g telah disepakati
Tetapi jika piha sebut tidak ada yang

Jika tidak bisa terpenu dan empat, maka perjanjian tersebut
akan batal demi hukum. Maksudnya sejak awal perjanjian dianggap tidak ada.

(HS, 2015, p. 255)
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Berdasarkan penjelasan pada “Pasal 1 angka 11 UU Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perbankan,” perjanjian kredit dapat dilaksanakan apabila pihak-pihak
yang terikut serta menemukan titik sepakat atau persetujuan. Dimana perjanjian

kredit rumah ini biasanya antara pihak bank dengan debitur yang mengharuskan

pihak debitur (peminjam) harus menyelesaikan hutangnya dengan jangka waktu
yang telah d ggunakan jasa
NS
bank RN
“
@] ----- ihak bank selaku

bank) dengan jangka waktu yang'¢ . (H.S., 2010, p. 78)
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IS.JI9AI

nery we[sy sej

Dapat dilihat “Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perbankan”, menjelaskan arti dari debitur sebagai berikut :
“Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak ini dalam pengaturan Hukum Kontrak
menjelaskan jika setiap orang yang hendak mewujudkan dan melaksanakan
perjanjian/kontrak berimbang dengan pencapaian pihak yang terikat dalam

perjanjian selama perjanjian tersebut tidak berlawanan dengan ketentuan
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dalam melaksanakan perjanjian dan juga tidak berlawanan dengan peraturan

yang ada. (Thalib, 2016, p. 25)

. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme terdapat di pengaturan Hukum Kontrak yang

menjelaskan bahw 'mbulnya suatu perjanjian karena berhasil mencapai

Kontrak yang
yaitu untuk
mewujudka astian 1. Me & ifat mengikat
para pi acara hya ‘ us 1:"_'-. g telah dibuat oleh
para pihak. : ~% 4 at ala eh para pihak yang

terlibat

pihak-pihak dalam menjalankan yang telah disepakati berdasarkan pada
keyakinan yang teguh, kepercayaan dan jujur. Perjanjian juga dilaksanakan

menurut kepatuhan dan keadilan.(Hernoko, 2010, p. 134)
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5. Asas Kepribadian
Asas Kepribadian terdapat di pengaturan Hukum Kontrak menjelaskan

bahwa asas ini menetapkan seseorang yang hendak membuat perjanjian hanya

untuk kepentingan person itu tanpa melibatkan person yang lain.

A

entukan sistem

1 terbuka (open
system) adalah yang

memberikal tukan membuat

= 2§ 4

perjanjian , menetapkan
bentuk dan isi per]j edanc i ; e g diterapkan pada
kontrak baku ( selain mengikutin

masyarakat. Banyak sekali berbage penjualan dilakukan secara kredit atau
cicilan, yang mana jual beli tersebut dilakukan secara tidak tunai. Banyak
masyarakat yang menerima kredit baik itu dari koperasi atau bank guna memenuhi

kebutuhan hidup. Warga masyarakat kebanyakan memaknai kredit dengan utang

16
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atau cicilan karena memiliki jangka waktu yang telah dibatasi untuk melunaskan
pinjaman dana tersebut.

“Kredit” pada mulanya berasal dari bahasa romawi yaitu Cedere yang
memiliki arti “kepercayaan”. Jika dikaitkan dengan bank akan muncul makna jika

bank lah selaku kredi ang memberikan pinjam nsejumlah uang dengan rasa

kepada nasabahnya. Contohnya g membeli sebuah peralatan dengan
cara kredit, telah mendapat kepercayan dari pihak toko bahwasanya nasabah
tersebut akan membayar secara teratur membayar cicilan barang tersebut setiap

bulannya hingga lunas. (R.Subekti, 1986, p. 11)
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Kepercayaan pihak bank timbul apabila terwujudnya segala ketentuan
peraturan dan persyaratan agar dapat mendapatkan kredit yang diberikan pihak
bank untuk nasabah (debitur), seperti dengan jelasnya peruntukkan peminjaman
kredit, dengan memberikan jaminan atau agunan dan lain sebagaiannya.

(Hermansyah, 2011, p

pembiayaan
yang telah

) Tahun 1998

rinsip Syariah,
analisis yang

Jgupan nasabah

ditetapkan oleh Bank Indor

Menurut Admiral perjanjian berfungsi sebagai wadah hukum bagi para
pihak dalam menuangkan hak dan kewajiban masing-masing (bertukar kosensi

dan kepentingan), bingkai aturan main, alat bukti adanya hubungan hukum,
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memberikan (jaminan) kepastian hukum dan penjunjang iklim bisnis yang
kondusif. (Admiral, 2019)

Perjanjian kredit perbankan pada dasarnya berbentuk perjanjian bersifat
baku yang ditentukan sendiri oleh pihak bank (Standart Contract). Perjanjian
iapkan lebih dahulu oleh

standart umum merupakan perjanjian yang sudah .

akan merasa ke : engen: aksanakannya
perjanjian seca lis ¢ nemuda enentukan isi

perjanjian.

bank maka d < ] angan, tetapi jika sebaliknya

aka debitur tidak

Teknik pemberian kred pank dengan bank yang lain tidaklah
jauh berbeda. Jikalau berbeda hanya terdapat di persayaratannya. (Hermansyah,
2011, p. 68). Sebelum pemberian kredit atau pembiayaan diberikan oleh pihak
kreditur kepada debitur, maka sebelumnya pihak kreditur harus melakukan

analisis kredit. Dengan dilakukannya analisis kredit, agar pihak bank meyakinkan
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bahwasanya nasabah dapat dipercaya. Analisis kredit dapat berupa latar belakang
seorang nasabah, jaminan yang akan diberikan pihak nasabah kepada bank dan
lainnya. Tujuan dengan adanya analisis kredit adalah supaya bank meyakinkan

bahwa fasilitas peminjaman kredit yang diberikan pasti dapat dikembalikan.

(Usman, 2010, p. 26

nasabah 53 3 ja. N : acetan akan memberikan
keringanan ke , engan Ca gka waktunya.

Jika tidak mene : > 1aka pih: elakukan penyitaan

“Bahwa segala kebendaa ang baik yang bergerak maupun yang
tidak bergerak maupun yang ada kemudian hari tanggung jawab untuk

segala perikatan perorangan.”
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Pasal 1132 KUHPerdata :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang
yang menghutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu
dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya tagihan

masing-masing, ‘\kecuali apabila diantara para-berpiutang itu ada alasan

ualan benda
ang menjadi

rumah yang

melunasi hutang sehingga meleb waktu. Yang mengakibatkan waktu
perjanjian kredit diperpanjang sesuai dengan kesepakatan baru. (Supramono,

2009, p. 153)
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Berdasarkan prinsip syariah, pembiayaan yang diberikan kepada debitur
mengandung serta akan menimbulkan resiko yang bisa saja terjadi, sehingga
dalam prakteknya bank wajib menggunakan asas perkreditan sehat. Untuk
menekan dan mencegah terjadinya ketidakamanan maka dunia perbankan harus
menggunakan prinsip

dential banking (prinsip kehati-hatian bagi bank).

syariah, : atas kemampu > an debitur untuk

melunasi kewa esuai den : an. an, 2010, pp. 269-

270)
nia perbankan
antara lain
bagian. (Harun,
E.

Tinjauan adalah suatu pene atau kegiatan pengumpulan data yang
dilakukan secara tertata untuk mencari jawaban sehingga bisa memberikan

pendapat terhadap suatu permasalahan. (www.artikata.com/, n.d.)
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Hukum adalah seperangakat aturan atau norma yang bersifat memaksa dan
menimbulkan sanksi bagi yang melanggarnya, dibuat dengan maksud mengatur

tingkah laku manusia.

Pelaksanaan adalah fungsi suatu manajemen untuk menggerakan orang-

orang agar bekerja.s engan tujuan yang te

Kre

kreditur

dipergunake

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara yang digunakan untuk
mendapatakan suatu pengetahuan akan kebenaran dengan langkah-langkah yang
terstruktur dan sistematis, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai
berikut :
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1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat metode penelitian yang dilakukan penulis adalah observational
research yang artinya penulis melakukan penelitian dengan cara survey atau
langsung ketempat penelitian untuk mendapatkan informasi dan data yang ada
itian ini. Penelitian ini di

kaitannya dengan p kan dengan melakukan

lokasi peneli : abungan Negara ¢ yariah) Cabang

Pekanbaru. Alasan penuli ene : abungan Negara Syariah

(BTN Syari pakan salah satu
rumahan cukup besar di

<
wilayah Kota Pe -"'_3-" permasalahan yang
hendak peneliti teliti ye entang ‘ janjian kredit kepemilikan

rumah (KPR).
3. Populasi dan Sampel

Jika melakukan penelitian, tentunya kita membutuhkan data yang sesuai
dengan apa yang terjadi dilapangan (fakta). Populasi merupakan “keseluruhan dari

obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama, pada tahap ini
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seorang peneliti harus mampu mengelompokkan dan memilih apa dan mana yang
dapat dijadikan populasi, tentunya dengan dasar pertimbangan Kketerkaitan
hubungan dengan obyek yang akan diteliti.”(Syafrinaldi, 2014, p. 15) Populasi
dalam penelitian yang sudah peneliti teliti adalah :

1. Mortage

isumer Financing Unit He Pembiayaan Konsumer)

dibawah i

No

1 Sensus

2 Sensus

Sumber : Data ¢ 3 . akuka apangan (2021 — 2022)
4. Jenis dan Sumb .

Berdasarkan uraian metod an diatas, maka dalam penelitian ini
menggunakan sumber data :
a. Data Primer merupakan data atau informasi yang didapatkan secara

langsung dengan cara wawancara dengan narasumber, yang berhubungan

dengan inti masalah penulis yaitu pelaksanaan perjanjian kredit
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kepemilikan rumah (KPR) di Bank Tabungan Negara Syariah (BTN
Syariah) Cabang Pekanbaru.

b. Data Sekunder merupakan data atau informasi yang didapatkan dari bahan
kepustakaan dengan cara membaca dan mengkaji bahan-bahan

kepustakaan, jurnal-jurnal, pendapat para ahlirdan peraturan perundang-

dari bahan

er dan data

Ay

elitian ini.

551 L1

Jika data sudah didapat untuk penjelasan dan menjawab masalah
pokok tersebut kemudian dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang

terlah ditetapkan.
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7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang penulis gunakan adalah metode induktif. yang
berarti menerapkan hal-hal yang khusus terlebih dahulu kemudian dihubungkan
kedalam bagian yang umum. Hal khusus adalah hal yang penulis temukan

dilapangan ketika meneliti, sedangkan hal umum ah peraturan perundang-

g dengan yang
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian

2 o 8
(I ()
5
o
QD
wm
e}
QD
o
QD

yang sangat

ECEVY

asyarakat dan

|

aman dana pada
dasarnya d

139)

kAt

dasarnya memaknai kredit sama dengan utang, dengan adanya jangka waktu yang
telah ditentukan mereka diharuskan untuk menyicil angsuran hingga utangnya

lunas.
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Pembiayaan yang dikeluarkan dan diberikan kepada debitur untuk
mendukung serta menunjang investasi yang telah direncanakan baik yang
dilakukan sendiri maupun yang dikerjakan oleh orang lain. Pembiayaan digunakan
untuk mendefenisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, salah
satunya seperti Pembi

aan yang diberikan Perbanka ariah kepada debiturnya.

\\ﬂgr

an uvang atau

setujuan atau

L5

ajibkan pihak yang
jangka waktu

106)

taatay

syariah dalam

an. Pembiayaan

Sebelum memberikan pinjama syariah harus melakukan analisis
pembiayaan yang mendalam. Memberikan pinjaman dana yang berbentuk
pembiayaan harus berlandaskan pada rasa kepercayaan yang diberikan oleh

penyalur (pihak bank) kepada penerima (nasabah). Penyalur dana percaya kepada
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penerima dana, bahwasanya pinjaman uang yang diberikan akan dikembalikan
lagi dengan cara kredit atau angsuran. (Ismail, 2011, p. 105)

Asal mula istilah kredit ini berasal dari bahasa romawi yakni “cedere” yang
berarti percaya. Jika dikaitkan dengan dunia perbankan, maka penulis berpendapat
a_nasabah dalam urusan

bahwa pihak bank memberikan kepercayaan kep

153)

a. Unsur-Unsur Kredit
Ada beberapa unsur yang terdapat di dalam pemberian fasilitas kredit

supaya suatu kredit dapat berjalan dengan aman dan lancer yaitu sebagai berikut :
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1. Kepercayaan

Pihak bank tidak meragukan nasabah untuk meminjamkan

sejumlah uang dan mengembalikan sesuai dengan ketentuan yang

disepakati pada saat dilaksanakannya perjanjian.

yang disepakati diawal perjanjian.
Resiko kerugian dapat disebabkan karena 2 hal yaitu resiko yang
dikarenakan nasabah yang mampu bayar tetapi sengaja tidak mau

membayar angsuran kredit dan resiko kerugian yang dikarenakan
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nasabah tidak sengaja (terjadinya suatu musibah yang tidak
diinginkan).

5. Balas Jasa

Dalam memberikan pinjaman kredit tentunya terdapat suatu

peminjaman

an peminjaman

2. Kredit dibagi berdasarkan Segi Kegunaan
a. Kredit Investasi

Investasi biasanya sering kita sebut dengan penanaman modal.

Yang berarti kredit investasi ialah kredit yang diberikan oleh pihak

kreditur kepada pihak debitur yang berguna dalam penanaman modal.
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Contohnya digunakan untuk pembelian barang-barang modal seperti
alat-alat berat, pembelian mesin-mesin pabrik, pembelian alat-alat
produksi, ruko dan lain-lainnya.

b. Kredit Modal Kerja

sl

ak bank kepada
an yang berkaitan

dokter, arsitek,

o
»
' K
g:
’
W.
(]

(D

Letak pembedanya da kedudukan atau status debitur.

(Supramono, 2009, p. 155)
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3. Kredit dibagi berdasarkan Segi Penerapan (Penggunaannya)
a. Kredit Konsumtif
Merupakan kredit yang diberikan pihak kreditur kepada nasabah

untuk digunakan membeli keperluan pribadi serta keperluan rumah

nakan untuk
itasnya dapat
produksi, alat

, 2011, p. 14)

Tujuan kredit antara lain sebagaih
1. Mendapat keuntungan
Pada dasarnya dalam pemberian peminjaman kredit tentunya ingin

memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan yang didapat dan diterima
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oleh pihak kreditur sebagai bentuk balas jasa dan biaya administrasi
yang dibebankan kepada pihak debitur.

2. Membantu usaha debitur

Guna membantu usaha nasabah yang kekurangan uang untuk

menggunakan akad al-mudharabah.

Akad al-wadiah merupakan akad yang dilakukan antara nasabah
dengan bank, yang mana seorang nasabah menitipkan sejumlah uang
kepada pihak bank, kemudian pihak bank menerima titipan uag

tersebut untuk memanfaatkan titipan dana nasabah dalam transaksi
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yang diperbolenkan dalam ajaran islam. Sedangkan akad al-
Mudharabah merupakan akad yang dilakukan antara pemilik dana
dengan penerima dana.

2. Penyaluran dana kepada masyarakat

’

2bitur dengan

war by

SRR

o
55
£
=
<
5
[(@]

-
-
‘-"'

i. Dalam akad

perbankan. Pelayanan jasa bank syariah diberikan guna terpenuhinya
kebutuhan manusia dalam menjalankan kegiatannya. Macam- macam
produk pelayanan jasa bank syariah diantaranya mengirimkan uang
(transfer), pemindah bukuan, penagihan surat berharga dan pelayanan

jasa bank yang lainnya. (Ismail, 2011, p. 39)
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Selain itu kredit juga memiliki fungsi dalam kehidupan perekonomian dan

juga kehidupan perdagangan secara umum diantaranya sebagai berikut :

1. Guna meningkatkan daya guna uang

Pemberian pinjaman kredit maka akan menghasilkan barang

wilayah ke

dana dengan

AtA

urangan dana

WA EN

a memperbaiki

ang bermanfaat

mempercepat arus sua g dari suatu wilayah ke wilayah yang
lain, akhirnya jumlah barang akan berputar dari satu wilayah ke
wilayah yang lainnya juga akan meningkat.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi
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Dengan adanya pemberian kredit peminjaman uang maka dapat
dikatakan juga sebagai alat stabilitas ekonomi karena kredit yang

diberikan akan mempengaruhi penambahan jumlah barang yang

diperlukan manusia. (Panggabean, 2012, p. 109)

analisis yang

ggupan nasabah

“Bank umum wajib me nenerapkan pedoman perkreditan dan
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Pada dasarnya bank baru bisa memberikan keputusan untuk memberi

pinjaman kredit jika kreditur telah mendapat keyakinan tentang nasabah yang
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bersangkutan. Keyakinan berdasarkan atas hasil kajian atau penyelidikan yang
mendalam mengenai itikad baik debitur dan kekuatan serta kesanggupan dalam
mengembalikan pinjaman uang kepada pihak kreditur.

Sebelum memutuskan dalam memberikan peminjaman sejumlah uang
bank tidak mudah mem

kepada nasabahnya, ayai nasabahnya. Pihak

Capasity, Capital,

i penulis akan

nasabah mengajukan permohonan kredit. Menilai karakter nasabah juga

bisa didapat dari data-data yang diberikan kepada pihak bank.

Maka dari situ pihak bank dapat menilai data-data atau wawancara
yang dilakukan apakah benar arau tidaknya (data yang diberikan ada yang

palsu atau karangan nasabah). Pihak bank akan memfasilitasi kredit kepada
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debitur yang bisa dipercaya, dapat dilihat dari pekerjaan yang dilakukan

nasabah atau yang bersifat pribadi.

2. Menilai kemampuan nasabah ( Capacity)

Pihak bank akan menilai kemampuan nasabahnya dalam

Melalukan penilaian terhadap agunan (Collateral)
Pengertian agunan terdapat dalam “Pasal 1 angka 23 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan” yang berbunyi :
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“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah
debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau
pembiayaan berdasrakan prinsip syariah.”

Agunan adalah jumlah jaminan yang harus diserahkan oleh debitur

a mempermudah proses

kredit juga akan menerapkan p yaitu penilaian terhadap kepribadian
seorang nasabah, para pihak yang terkait dalam perjanjian, tujuan nasabah dalam
permohonan kredit dan pembayaran. Guna mengantisipasi terjadinya kredit macet

atau bermasalah.
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Ketujuh prinsip yang telah dijabarkan diatas sebenarnya lebih dikenal
dengan prinsip 7P diantaranya yaitu Personality, Party, Perpose, Payment. Maka
dibawah ini penulis akan menjelaskan 7 prinsip analisa dalam pemberian kredit.

1. Kepribadian seorang nasabah (Personality)

debitur untuk melunasip peminjaman uang (utang) dengan
jumlah dan rentang waktu yang telah ditentukan. Dapat dilihat dengan
melihat keadaan ekonomi seorang debitur dan memperkirakan pendapatan

serta kondisi keuangan debitur. (Chatamarrasjid, 2011, p. 63)
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4. Para pihak terkait (Party)
Para pihak adalah Titik utama yang dilihat pada setiap pemberian
kredit. Maka dari itu pihak bank (pemberi kredit) harus mendapatkan
“kepercayaan” terhadap pihak yang lainnya, dengan kata lain debitur atau

nasabahnya. man, 2010, p. 275)

i syarat-syarat

sahnya pe o S iatur dalam ‘“Pasal 1320

1.
2. < alam bertindak untuk melakukan

perbuatan hukum
3. Objek perjanjian atau hal tertentu (pokok perjanjian) mengenai apa saja
yang menjadi kewajiban debitur dan apa saja yang menjadi kewajiban
kreditur

4. Adanya causa yang halal (HS, 2009, p. 9)
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Perjanjian memiliki fungsi memberikan kepastian hukum bagi para pihak
yang terlibat dalam pernjajian. (H.S., 2014, p. 168) Perjanjian kredit mengarah
kepada perjanjian pinjam meminjam, yang diatur dalam “Buku ke III
KUHperdata, Pasal 1754 KUHPerdata” yang berbunyi :

”Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan. mana pihak yang satu

seorang de ng lain,maka

seorang Ssesuai  dengan

kesepakat

G

3
@
3.
=.
QD
3
=
QD
<
o
QD
=
[
>
«
<
QD
>
«

adalah pihak bank (pemberi p debitur atau nasabah (penerima
pinjaman). (HS, 2010, p. 78)
Didalam “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan”,

kredit ini disebut dengan “perjanjian pinjam-meminjam” yang berbunyi :
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“perjanjian pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang
satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-
barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak
yang belakangan ini akan mengembalikan dengan sejumlah yang sama dari

macam dan ke

aan yang sama pula.”

dipinjamk j IS Me /2 ag dak pihak yang

memberikan

Dalam perjanjian akan menimbu pan untuk kedua belah pihak, bank
berkewajiban untuk memberikan dan meminjamkan uang kepada debitur,
sedangkan debitur berkewajiban untuk mengangsur atau mengembalikan dana

yang dipinjamkan oleh pihak bank.

45



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Perjanjian yang akan disepakati oleh para pihak yang terlibat didalam
perjanjian tersebut dibuat secara tertulis, perjanjian yang telah dibikin dan
disepakati oleh para pihak yang terlibat akan menjadi undang-undang bagi mereka

yang membuatnya. Perjanjian ini harus dijalankan sebagaimana sudah diatur

yang haru 3 eh para rlik ﬂ' nya. Susunan

perjanjian

yang lainnya.
4. Bagian penutup, mencakup hukum yang berlaku, domisili hukum,
tempat dan waktu perjanjian ditandatangani dan tanggal berjalan atau

terlaksananya perjanjian. (Sutarno, 2014, p. 126)
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Perjanjian kredit perbankan pada dasarnya berbentuk perjanjian yang
bersifat baku, maksudnya pihak bank yang menentukan isi perjanjian tersebut.
Perjanjian dibuat seperti borong atau formulir. Perjanjian dibuat secara tertulis
guna memudahkan para pihak terkait mengingat isi perjanjian yang disepakati.

(Supramono, 2009,

). Berlak A ang n 3 . balikan atau
mengang engan jun : angka waktu yang

disepakati

, <
e

(llyas, 2017, p. 78)

terjadinya Ke gurangi resiko yang terjadi.

Sebagai jaminan pengembalian (angsuran) dari pinjaman yang diajukan
debitur, pastinya pihak bank akan meminta debitur untuk menyerahkan jaminan.
Yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit adalah obyek benda milik debitur.

Peraturan yang mengatur berkaitan dengan jaminan dapat dilihat dalam “Pasal
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1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata.” Kegunaan dari jaminan kebendaan ini
memberikan hak verbal. Hak verbal adalah hak untuk meminta debitur membayar

hutang dari hasil penjualan benda yang dijaminkan untuk melunasi hutangnya.

(Tutik, 2010, p. 176)

kerugian
menimpa ) menjad AN pada peraturan
perundang-u

harus berdasark a 3 _, i ,; 10, p. 103)

mempunyai keya - < : ‘ tara lain menilai
watak atau g = atau mengangsur

peminjaman, : , spek usaha debitur.

isi perjanjian. Yang mana maksudnya perbankan syariah jaminan dijadikan

sebagai jalan alternative terakhir. (Euis Amalia, 2007)

“Menurut ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata dan Pasal 1132
KUHPerdata” menjelaskan bahwa benda punya debitur menjadi jaminan utang-

utangnya. (Soimin, 2016, p. 282)
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Pasal 1131 KUHPerdata :

“Bahwa segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang

tidak bergerak maupun yang akan ada dikemudian hari tanggung jawab

untuk segala perikatan perorangan.”

seluruh benda

atau asset utang yang
dilakukann lesk : atau asset debitur sebagai
objek jaminan apa i elal [ gsurannya, pihak bank
juga tidak bisa ang dimiliki oleh
debitur. Pihak ban laku. Apabila kreditur
tetap mengambil paksa Ugaan telah melakukan tindak

pidana pencurian. (Hasan, 1996, p. 6

Jaminan-jaminan yang diserahkan dalam perjanjian pembiayaan kredit ini
pada dasarnya sama dengan jaminan terhadap perjanjian kredit bank biasa,
khususnya kredit konsumsi. Maka dari itu dibagi menjadi jaminan utama, jaminan

pokok dan jaminan tambahan.
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a. Jaminan Utama

Yang menjadi jaminan pokok dalam suatu kredit adalah rasa
kepercayaan yang penuh dari kreditur kepada penerima fasilitas
pembiayaan kredit hingga pihak debitur dapat dipercaya dan mampu untuk
ng telah diberikan. Pada

mengembalikanspeminjaman (pembiayaan

ity, Character,

g bersangkutan

pinjaman kredit

menyerahkan jaminan ta alaupun tidak seketat jaminan untuk
pemberian kredit bank. Pada umumnya jaminan tambahan akan perjanjian
kredit ini seperti surat pengakuan hutang (Promissory notes). (Tobing,

2017, p. 111)
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Kegunaan dan fungsi jaminan kredit dalam fasilitas pembiayaan yang telah
diberikan oleh pihak bank kepada nasabah antara lain ;
a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan

pelunasan hutang dari agunan jika debitur melakukan perbuatan ingkar

debitur agar
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melanggar perjanjian yang telah dibuat atau yang biasa disebut dengan ingkar janji
atu wanprestasi (Setiawan, 2018, p. 65). Debitur memiliki kewajiban guna

mewujudkan prestasinya. Prestasi menurut “Pasal 1234 KUHPerdata” yaitu :

a. Untuk memberikan sesuatu

b. Untuk berbuat sesuatu
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c. Untuk tidak berbuat sesuatu (Soimin, 2016, p. 313)

Wanprestasi merupakan perbuatan melalaikan yang sengaja dilakukan atau

tidak memenuhi untuk menjalankan kewajiban yang harus dilakukan sebagaimana

yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian. (H.S., 2014, p. 180)

dengan wanprestasi
suran  atau

pahnya dan

e

prestasi yaitu

L LU

dengan syarat yang harus dipenuhi :

a. Syarat materil yaitu berbentuk :
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1. Kelalaian merupakan perbuatan yang dilakukan jika seseorang
menyimpang dari apa yang seharusnya tidak dilakukan sehingga
dapat menimbulkan kerugian.

2. Kesengajaan merupakan suatu perbuatan yang ingin dilakukan

. Yo,
para pihak yang terlibat.c & 3
‘ ‘ “\.‘

Debitur yang telah itas pembiyaan dari bank tidak
semuanya mampu mengembalikan pinjaman dengan lancar sesuai dengan apa
yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam parkteknya terjadi peristiwa debitur
yang tidak bisa mengangsur pinjaman kredit kepada bank yang telah memberikan

kepercayaan untuk meminjamkannya. Yang mengakibatkan nasah tidak bisa

membayar hingga selesai angsuran yang telah diperjanjikannya, maka akan
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terlihat dengan jelas kredit menjadi macet atau tidak berjalan dengan semestinya.

(Supramono, 2014, p. 268)

Apabila hal ini terjadi,jika dilihat dari segi hukum perdata biasanya disebut

dengan wanprestasi atau ingkar janji. Sebagaimana pada umumnya bahwa fasilitas

kedalam perjanjian

kebakaran atau arus listrik pendek. daan memaksa atau Force Majeure ini
diatur dalam “Pasal 1244 KUHPerdata dan Pasal 1245 KUHPerdata”. (Fuady,

2014, p. 214)

Pasal 1244 KUHPerdata
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“Debitur harus dihukum mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tidak
dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak
tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu

hal yang tak terduga, yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya,

terlepas dari

kewajiban anti kerugian yang diala Kreditur tidak

dalam perjanjian

b. Adanya factor yang muncul diluar kemampuan debitur

c. Adanya factor yang terjadi diluar dugaan.
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C. Tinjauan Umum Tentang Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah

Cabang Pekanbaru

1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah

Cabang Pekanbaru

Hindia B
cabang yait

berhenti ka

>
ok
7

[

g
v
Y

inspirassi untuk mengambil alih Tyokin Kyoku dari Jepang ke pemerintahan RI
dengan nama Kantor Tabungan Pos dengan melakukan penukaran uang Jepang
dengan uang Republik Indonesia. Tetapi Kantor Tabungan Pos tidak 15 16
berumur panjang karena terjadi agresi Belanda tahun 1946.Pada tahun 1949

Kantor Tabungan Pos dibuka kembali dengan nama Bank Tabungan Pos.
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Pada tahun 9 Februari 1950 pemerintah mengeluarkan UU darurat No. 9
tahun 1950 yang mengubah nama POSTSPAARBANK IN INDONESIA menjadi
Bank Tabungan Pos dan memindahkan induk Kementrian dari Kementrian
Perhubungan ke Kementrian Keuangan di bawah Menteri Urusan Bank Sentral.
Walaupun masih bernama Bank Tabungan Pos namun. pada tanggal 9 februari
1950 dijadikan sebagai- hari lahirnya Bank Tabungan Negara.Tahun 1963
pemerintah mengeluarkan Perpu No. 4 tahun 1963 yang menyatakan penggantian
nama Bank Tabungan Res'menjadi Bank Tabungan Negara. (www. BTN Syariah.

Com)

Tahun 1974 tugas Bank Tabungan Negara ditambah yaitu memberikan
pelayanan KPR dan untuk pertama kalinya penyaluran KPR yaitu tanggal 10
Desember 1974, karena itulah tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari KPR
bagi BTN. Bentuk hukum Bank Tabungan Negara mengalami perubahan dengan
disalurkan PP .NO. 24 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992 menjadi perseroan. Sejak
itu nama BTN menjadi PT Bank Tabungan Negara ( Persero ) dengan call name
BTN, dan pemerintah menetapkan Bank BTN sebagai Bank Umum dengan fokus

bisnis pembiyaan perumahan tanpa subsidi.

PT. Bank Tabungan Negara Syariah-merupakan Unit Usaha Syariah (UUS
) dari Bank Tabungan Negara Konvesional yang merupakan BUMN, yang
menjalankan bisnis berdasarkan prinsip syariah. BTN Syariah mulai beroperasi
pada tanggal 14 Februari 2005 bertepatan dengan 5 Muharram 1426 H dengan
Kantor Cabang Syariah yang pertama di Jakarta.Selanjutnya pembukaan BTN

Kantor Cabang Syariah yang kedua di Bandung tanggal 28 Februari 2005, dan
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ketiga di Surabaya tanggal 17 Maret 2005, keempat di Yogyakarta tanggal 4 April
2005, kelima di Makasar pada tanggal 11 April 2005, hingga Agustus 2009 dibuka
20 Kantor di beberapa kota di Indonesia, dengan 119 Kantor Layanan Syariah.
Dan pada tanggal 3 maret 2008 atau pada 25 shafar 1429 BTN Syariah Kantor
ede Selaku direktur BTN

Cabang Pekanbaru diresmikan oleh bapak Saut Pz

kebutuhan na duk o 1 sesuai engan prinsip
syariah, d [ N g ta Y da enuhan kebutuhan

kepenting

ian dari Bank
Bank Tabungan Negara : : 3ank BUMN, BTN
Syariah me pun dana dari

masyarakat deposito serta

prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penerapan imbalan bagi hasil antara

nasabah dan bank.

58



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

2. Tujuan Pendirian, Visi, Misi, Etika BTN Syariah Serta Semboyan dan

Pedoman Budaya Kerja Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah

Cabang Pekanbaru

Dengan adanya strategi bisnis maka peran untuk meningkatkan pelayanan

Bank Tab ‘ ‘QQ'@Q&‘ .@‘. nis perbankan
dimana secara 3 ani.
: !

2) 3 ahanan Ba am me n lingkungan

3) orts : : XY l yang ndaki transaksi
: &
Pard
L

4) SE am pe entingan segenap nasabah

b. Visi PT. Bank Tabungan Nega

Mendukung visi PT. Bank Tabungan Negara Konvensional, yakni menjadi
“ Strategic Business Unit ( SBU ) ” BTN yang schat, terkemuka dan
menguntungkan dalam penyediaan jasa keuangan Syariah dan mengutamakan

kemaslahatan bersama.
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c. Misi PT. Bank Tabungan Negara Syariah

Misi PT. Bank Tabungan Negara Syariah menunjang misi Bank Tabungan

Negara Konvensional, yakni :

peraturan yang berlaku.

2) Melaksanakan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan kegiatan BTN

secara benar sebagai wujud dari sikap profesionalisme dan sikap amanah.
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3)

4)

Berlomba dalam kebaikan untuk memberikan yang terbaik kepada semua

stakeholder.

Menghindari dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal

terdapat pertentangan kepentingan. 20

karyawan PT.

Bank Tabung . lan aksa g g merupakan

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Integritas (Integrity)

Kerjasama (Teamwork)
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Pola Prima tersebut mengandung 6 nilai-nilai dasar dan 12 perilaku utama
budaya kerja Bank Tabungan Negara Syariah kantor cabang syariah Pekanbaru,

sebagai berikut :

a. Pelayanan Prima

1) Ramah, sop

1) Konsisten dan'c m‘ =N
| g
2) Jujur dan berdedikasi
f. Kerjasama

1) Tulus dan terbuka

2) Saling percaya dan menghargai
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3. Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah

Cabang Pekanbaru

Perencanaan suatu organisasi sangat penting artinya bagi suatu persoalan

karena struktur organisasi dapat memperjelas batas dari tugas, wewenang,

ngan Negara

) jawab masing-

3) Penatausahaan logistik 0

4) Akurasi dan kelengkapan data kartu pengawasan anggaran

b. General Branch Administration Officer-Kartu Pengawasan Anggaran,
bertanggung jawab terhadap : akurasi dan kelengkapan data kartu pengawasan

anggaran dengan ikhtisar pekerjaan :
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1) Mencatat jumlah anggaran yang disetujui oleh KP kepada KPA

2) Membukukan semua transaksi yang menyangkut biaya operasional dalam

Kartu Pengawasan Anggaran ( KPA )

3) Melakukan rekonsiliasi antara KPA dengan sandi GL pada neraca

1) Mengadministrasikan semua surat masuk dan surat keluar dan
memberikannya kepada yang berkepentingan. Dan memiliki aktifitas

utama yakni memproses kesekretariatan
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e. Secretary ( General Branch Administration Officer ), bertanggung jawab
terhadap kelancaran aktifitas kesekretariatan kepala cabang. Ikhtisar pekerjaan

dan aktivitas utama :

1) Mengatur segala aktivitas dan administrasi kesekretariatan bagi

3) Layanan penerimaan permohonan klaim asuransi pembiayaan

4) Kelengkapan dan kebenaran data pelunasan dan klaim nasabah

h. Financing service Analyst Retail ( petugas layanan pembiayaan Analis Ritel ),

bertanggung jawab terhadap :
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1) Kualitas rekomendasi paket analisa pembiayaan ( pembiayaan pemilikan

rumah dan non pembiayaan rumah )

2) Proses pemberian pembiayaan ( pembiayaan pemilikan rumah atau non

pemilikan rumah )

event ) serta informasi potensi bisnis untuk menddukung kualitas analisa

pembiayaan

6) Penelitian ulang persyaratan yang harus dipenuhi sesuai hasil keputusan

pemutus pembiayaan
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nery wejsy sej

k. Financin

7) Pelaksanaan akad pembiayaan umum

8) Peninjauan prestasi proyek sesuai ketentuan yang berlaku

j. Financing Administration Officer (Petugas Administrasi Pembiayaan),

bertanggung jawab terhadap :

Q‘

\\%\‘a\%\‘_"“

e

terhadap

%

. Financing Recovery, bertanggung jawab terhadap :

1) Kelancaran pengembalian pembiayaan / pembayaran angsuran

2) Pembinaan pembayaran retail
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3) Melaksanakan strategi pembinaan dari atasannya yang terkait dengan

pembinaan pembiayaan

4) Akurasi data statis berdasarkan data lapangan 28

m. Acounting & Control Officer ( petugas akuntansi & kontrol-arsip ),

kontrol intern ), bertanggung jawab terhadap :

1) Pemeriksaan kebenaran atas alur transaksi operasional bank telah sesuai

dengan peraturan yang berlaku

2) Mengkoordinir tindak lanjut hasil pemeriksaan ekstern maupun intern
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3) Kebenaran data-data pada laporan keuangan

p. Acounting & Control Officer-Reporting ( Petugas Akuntansi & kontrol —

pelaporan ), bertanggung jawab terhadap :

1) Penyusunan laporan keuangan untuk pihak ekstern

\!4‘ :

w [(
oy
»
fid
e

berikut : (Sandi Sasmita, MCFU Head, Wawancara, Pekanbaru, 04 Juli 2022)

a. Produk Pendanaan BTN Syariah Cabang Pekanbaru

1) Tabungan Batara iB
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Merupakan produk tabungan ssebagai media penyimpanan dana dengan
prinsip “ wadiah ” ( titipan ), yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan,

joint Acont perorangan, atau lembaga baik WNI maupun WNA.

2) Tabungan Prima iB

3)
ebagai  sarana
(BPIH) calon
syariah  vyaitu
4)

5) TabunganKU iB

Merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan

ringan yang diterbitkan bersama oleh bank — bank di Indonesia guna
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menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

6) GiroBTNIB

Merupakan produk dana dengan prinsip “Wadiah” yang diperuntukkan

7)
dengan akad
31 menurut
k mendukung
8)
deposito dengan akad
tu tertentu sesuai
to Batara iB baik
b. Produk Pembiayaan BTN Sy pang Pekanbaru

1) Pembiayaan KPR BTN iB

Merupakan produk pembiyaan BTN Syariah yang ditujukan bagi
perorangan untuk pembelian rumah, ruko, apartemen baik baru maupun

lama. Akad yang digunakan adalah akad murabahah ( jual beli ), dimana
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nasabah bebas memiliki obyek KPR, sesuai dengan kebutuhan dan

pertimbangan nasabah sendiri dari aspek lokasi dan harga.

2) Pembiayaan KPR Indensya iB

KPR Indensya BTN iB merupakan fasilitas pembiayaan KPR berdasarkan

Pembiayaan Investasi B

Merupakan produk pembiayaan yang disediakan untuk memenubhi
kebutuhan belanja ~ barang modal (Capital expenditure)

perusahaan/lembaga dengan menggunakan akad ‘“Murabahah” (jual beli)
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6)

7)

8)

9)

dan/atau ‘“Musyarakah” (bagi hasil), dengan rencana pengembalian

berdasarkan proyeksi kemampuan cashflow nasabah.

Pembiayaan Swagriya BTN iB

Merupakan fasilitas pembiayaan KPR berdasarkan akad “Murabahah”

furabahah” (jual

bagi nasabah

Pembiayaan Talangan

Merupakan pinjaman dana kepada nasabah Tabungan BTN iB dan
Tabungan BTN Haji yang membutuhkan dana talanagn untuk menunaikan

ibadah haji sesuai dengan prinsip syariah. Akad pembiayan berdasarkan
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akad “Qardh” (pinjaman yang diberikan kepada nasabah/muqtaridh yang

memerlukan).

10) Pembiayaan Gadai BTN iB

Pembiayaan gadai BTN iB merupakan pinjaman kepada nasabah

(2
s
\/

¢
i
W'd

Merupakan fasilitas pembayaran gaji pegawai BTN Syariah. Beberapa
fasilitas dari produk ini antara lain sebagai berikut: Pembayaran gaji lebih
cepat dan tepat waktu, bebas biaya administrasi tabungan dan ATM,

mendapat fasilitas ATM (Link), dan dapat melakukan penarikan setiap saat
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2)

dikantor Cabang Syariah Bank BTN 34 dan kantor layanan Syariah Bank

BTN seluruh Indonesia, jaringan ATM BTN dan ATM berlogo Link.5

Pick Up Service

BTN Syariah memberikan layanan antar jemput setoran dan penarikan
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara

TN) Syariah Cabang

peroranga

Akad yang

bebas me

Arti akad murabahah yang lebih sederhana adalah suatu kegiatan jual
beli yang mana penjualan suatu barang dengan harga pokok yang kemudian
ditambah dengan sejumlah keuntungan yang telah disepakati bersama-sama.
Proses pengembalian pinjaman pembiayaan dilakukan dengan cara angsuran

atau cicilan.
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Kredit Pemilikan Rumah merupakan kredit perumahan yang diberikan
kepada Masyarakat yang berpenghasilan rendah atau minim dengan jangka
waktu maksimal 15 tahun - 20 tahun, Kredit Pemilikan Rumah (Syariah tidak
memiliki suku bunga dikarenakan menggunakan margin keuntungan. Margin
keuntungan dalam KPR:Syariah sudah ditetapkan sejak-awal akad perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Sandi
Sasmita selaku Mortage Consumer Financing Unit Head (MCFU Head) BTN
Syariah Cabang Pekanbatu atas pertanyaan bagamaina.cara untuk mendapatkan
fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan ? dengan adanya pertanyaan tersebut

penulis mendapatkan jawaban sebagai berikut :

Bentuk awal dari prosedur pembiayaan, sebaiknya calon nasabah
pembiayaan sebelum mengajukan permohonan pembiayaan terlebih
dahulu dapat melakukan konsultasi atau bertanya kepada pihak BTN
Syariah Cabang Pekanbaru. Guna mengetahui seputar informasi
mengenai pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) baik itu segi
sistem, syarat ataupun margin keuntungan yang akan digunakan dan
diambil oleh pihak BTN Syariah Cabang\Pekanbaru

Pihak bank tidak memberikan jangka waktu kepada nasabah yang ingin
mendapatkan fasilitas' pembiayaan, tetapi semua kembali tergantung kepada
nasabah dalam melengkapi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku serta
kesiapan diri nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sandi Sasmita selaku
Mortage Consumer Financing Unit Head (MCFU Head) BTN Syariah Cabang
Pekanbaru atas pertanyaan bagaimana bentuk perjanjian atau akad yang akan

dilakukan dalam pembiayaan KPR ? dengan adanya pertanyaan tersebut penulis
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mendapatkan jawaban :

Bahwa pembiayaan kepemilikan rumah adalah pembiayaan yang
menggunakan akad murabahah yang bersifat konsumtif. Yang
maksudnya bank menyediakan pinjaman berupa dana untuk membeli
rumabh, tanah atau untuk merenovasi rumah yang dibutuhkan oleh calon
penerima pembiayaan kredit (nasabah), yang selanjutnya nasabah
mengangsur pinjaman yang telah diberikan dengan waktu jatuh tempo
yang telah-ditetapkan oleh pihak Bank-BTN Syariah Cabang Pekanbaru.
Perjanjian atau Akad murabahah dilaksanakan pada tanggal berapapun,
jatuh tempo untuk menyicil‘angsuran jatuh pada tanggal 25 setiap bulannya dan
cicilan berlangsung selama 15 tahun bagi Karyawan Swasta dan selama 20
tahun bagi PNS.

Pada waktu dilakukannya akad, pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah
(KPR) memang saat pencairan pinjamannya sebesar pokok pembiayaan yang
diberikan dan.keuntungan yang. disepakati bersama. Keuntungan tersebut
biasanya dinamakan margin atau nisbah yang merupakan pendapatan bank,
dimana margin keuntungan atau nishah-ditetapkan berdasarkan kesepakatan
antara nasabah dan pihak BTN Syariah Cabang Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis. lakukan dengan Sandi
Sasmita selaku Mortage Consumer Financing Unit Head (MCFU Head) BTN
Syariah Cabang Pekanbaru atas pertanyaan bagamaina proses pembiayaan KPR
yang dilakukan di BTN Syariah Cabang Pekanbaru ? dengan adanya pertanyaan
tersebut penulis mendapatkan jawaban sebagai berikut:

Dalam pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau KPR BTN iB

yang menggunakan akad Murabahah di BTN Syariah Cabang Pekanbaru
dengan alur sebagai berikut :
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1. Pihak bank akan membelikan rumah nasabah (debitur) kepada
developer atau perumahan atau perorangan secara tunai (lunas)

2. Selanjutnya rumah tersebut dijual kepada debitur yang memakai
akad Murabahah atau akad jual beli sesuai harga jual bank yang
didalamnya sudah tertera harga pokok rumah beserta margin
(keuntungan) yang diperoleh pihak bank, yang kemudian nasabah
harus mengangsur atau mengembalikan pinjaman pembiayaan yang
telah diberikan oleh pihak bank kepadanya dengan jangka waktu

pemilik dana yang hendak menyalurkan dana kepada nasabah yang
membutuhkan fasilitas pembiayaan guna untuk memiliki rumah, kemudian
menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan dengan menyertai penambahan
keuntungan dan nasabah akan mengembalikan pinjaman fasilitas pembiayaan

ini secara berangsur atau menyicil.
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Dengan munculnya produk pembiayaan KPR BTN iB nasabah
menyambut baik dan hangat menjadi solusi atau alternatif kredit kepemilikan
rumah yang sebelumnya hanya ada pada bank konvensional aja yang
memberikan kredit pemilikan rumah kepada nasabah.atau masyarakat yang
menggunakan sistem. bunga, dengan adanya fasilitas pembiayaan yang
disediakan oleh BTN Syariah Kota Pekanbaru tentu akan sangat membantu bagi
debitur yang belum danshendak memiliki rumah pribadi,

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan-dengan Sandi
Sasmita selaku Mortage Consumer Financing Unit Head (MCFU Head) BTN
Syariah Cabang Pekanbaru atas pertanyaan apakah pihak bank memberikan
penjelasan yang cukup jelas kepada calon debitur ? dengan adanya pertanyaan
tersebut penulis mendapatkan jawaban sebagai berikut:

Pastinya pihak bank; BTN Syariah memberikan informasi yang jelas
kepada calon debitur dengan memaparkan apa saja syarat-syarat dan
ketentuan yang berlaku agar calon debitur bisa mendapatkan fasilitas
pembiayaan yang disediakan, tidak mungkin bisa terjadi jika calon
debitur tidak mengetahui syarat untuk mengajukan fasilitas pembiayaan
yang diajukannya.

Agar bisa memperoleh dan menerima fasilitas pembiayaan (KPR BTN
iB) yang disediakan oleh BTN Syariah Pekanbaru, maka nasabah harus
memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk mengajukan
pembiayaan KPR BTN iB yang sudah ditetapkan oleh BTN Syariah Cabang

Pekanbaru. Beberapa macam syarat-syarat dan ketentuan untuk mengajukan

pembiayaan KPR (KPR BTN iB) yang harus dilengkapi yaitu :
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. Warga Negara Indonesia

. Pemohon sudah berusia 21 tahun, saat pembiayaan selesai (lunas) berada

di usia (maksimum) ;

1. 55 tahun bagi pegawai (usia pensiun)

. Slip gaji terakhir atau

angan penghasilan (asli)

9. Surat keterangan masa kerja dan jabatan terakhir (asli)

10. Neraca dan laba rugi atau informasi mengenai keuangan 2 tahun
terakhir

11. Akte perusahaan, SIUP dan TDP
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12. Fotocopy surat ijin praktek profesi
13. Denah lokasi rumah tinggal
f. Ketentuan biaya dalam Pembiayaan KPR BTN iB, meliputi;

1. Biaya administrasi 1% dari maksimum pembiayaan

>
&

fasilitas

rofesional

=

—-
il
&
o
=
g
o
g
g
Pl
0

diatas 50juta)

Fotocopy rekening koran atau v V v

tabungan 3 bulan terakhir

Asli slip gaji terakhir/ surat v

keterangan penghasilan
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Asli surat keterangan masa N

kerja dan jabatan terakhir

Neraca dan laba rugi/ informasi vV v

keuangan 2 tahun terakhir

Akte perusahaan, dan

<>\

WAty

|
M |

Sumber : Data diperoleh pent BTN Syariah Cabang Pekanbaru

Dalam hal ini, BTN Syariah untuk memberikan fasilitas pembiayaan
kepada calon debitur sangat selektif terhadap syarat-syarat yang diperlukan,

guna kelancaran fasilitas pembiayaan yang diberikan.
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1. Tata Cara Pengajuan Pembiayaan KPR (KPR BTN iB)
Permohonan pembiayaan dilaksanakan BTN Syariah Kota Pekanbaru
dengan cara tertulis. Dalam prakteknya, permohonan dapat dilaksanakan secara

lisan terelebih dahul ng selanjutnya dilakukan dengan pernmohonan tertulis

at di bawah

DI disay yepepe fur udwnyo(
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Investigasi
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Calon nasabah merupakan orang yang hendak mengajukan pembiayaan
kredit rumah (KPR BTN iB). Nasabah langsung datang ke bank yang dituju dan

bertemu dengan pihak bank (Customer Service).

Collect data merupakan pengumpulan data-data nasabah. Data-data yang

Verifikasi dan pembayaran serta karakter

b
nasabah. Kapasitas pembayara “‘ ang dimiliki calon nasabah guna
menunjang pembiayaan kedepannya. Kegunaannya dari penilaian ini agar bisa
memahami sampai mana calon nasabah bisa mengangsur atau melunasi
pinjamannya. Sedangkan karakter nasabah dilakukan agar bisa tahu sampai mana

kemapuan debitur dalam melaksanakan kewajibannya dengan apa yang sudah

disepakati.
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Transaksi jaminan merupakan suatu benda atau barang yang dapat
diberikan kepada pihak kreditur sebagai jaminan atau agunan. Jaminan atau
agunan yang digunakan dalam fasilitas pembiayan ini bisa benda yang bergerak
ataupunyang tidak bergerak. Semnetara itu jaminan yang digunakan dalam
fasilitas pembiayaan

g diberikan oleh pihak BTN Syariah Cabang Pekanbaru

persetuju 1 da 3 K bisa atau tidak

disetujui “f nasabah ialah

jika kesang ersebut rendah

Pihak kreditur melaksanaka airan dana pinjaman untuk pembiayaan
KPR kepada debitur pembiayaan yang bersangkutan. BTN Syariah Cabang
Pekanbaru bisa meminta pembayaran uang muka atau uang DP pembiayaan KPR

untuk tanda kepastian bahwa debitur ingin membeli dan memiliki rumah tersebut.
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Uang muka menjadi bagian pelunasan apabila akad murabahah disepakati. Besar
uang tergantung atas ketentuan Bl yang berlaku pada saat itu.
4, Monitoring Pelunasan Pembiayaan KPR (KPR BTN iB)

Kontribusi dan keikutsertaan bank pada pembiayaan KPR tidak hanya
sampai tahap pencai

dana, tapi juga akan ikut.melakukan monitoring atau

L)kl

‘\\\“3‘5\‘3‘“

P

pembiayaa

bersangkut
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B. Penyelesaian Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit

Pemilikan Rumah pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah

Cabang Pekanbaru

a wanprestasi dari pihak«@ebitur tidak melaksanakan

macet adalah faktor
_ angnya kesadaran dari debitur
untuk membayar ke h faktor k dak sesuaian (tidak suka)
bangunan rumah 'y c
kepada debitur.
Apalagi dimasa pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor ekonomi.
Terhentinya beberapa kegiatan ekonomi untuk mengurangi penyebaran virus,

mengakibatkan pertumbuhan ekonomi jadi terhambat salah satunya kegiatan

bisnis perbankan dalam menjaga kolektabilitas kreditnya.
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Kondisi seperti ini akan berakibat pada kemampuan membayar angsuran

para debitur. Berkurangnya kemampuan dari nasabah untuk melakukan

pengembalian fasilitas pembiayaan (kredit) termasuk kepada gejala awal akan

timbulnya suatu kredit yang bermasalah dalam dunia perbankan.

Berdasarkan hasil wawancara yang _penulis lakukan dengan Sandi

Sasmita selaku Mortage Consumer Financing Unit Head (MCFU Head) BTN

Syariah Cabang Pekanbaru atas perianyaan Bagaimana solusi atau penyelesaian

jika debitur-gagal bayar angsuran yang telah ditetapkan pada saat perjanjian

dibuat ? dengan adanya pertanyaan tersebut penulis mendapatkan jawaban

sebagai berikut:

Proses penyelesaian jika pembiayaan murabahah bermasalah atau macet
maka yang akan dilakukan oleh BTN Syariah Cabang Pekanbaru yaitu
mengingatkan debitur dengan cara :

1.

Pihak bank akan menganalisa atau bertanya kepada nasabah terlebih
dahulu untuk .mengetahui penyebab terjadinya keterlambatan
membayar angsuran, biasanya pihak-bank menghubungi debitur via
telpon (on call).

Pihak bank akan memperpanjang jangka waktu (toleransi
keterlambatan) untuk membayar angsuran guna meringankan beban
nasabah apabila nasabah memiliki kebutuhan yang lebih pentih atau
darurat “(urgent) sehingga menyebabkan keterlambatan dalam
membayar “angsuran, yang terpenting nasabah masih memiliki
pekerjaan atau pendapatan (itikad baik)

Pihak bank akan mendatangi kediaman debitur sekaligus menjalin
silahturahmi dan melakukan musyawah

Pihak bank akan melaksanakan R3 yaitu Rescheduling, Reconditioning
dan Restructuring. Jika proses pada tahap pertama ( Rescheduling)
gagal, maka pihak bank akan melaksanakan tahap kedua dan begitu
selanjutnya.

Pihak bank akan menyuruh nasabah untuk mencari pembeli atau
penerus untuk melanjutkan pembayaran angsuran dengan cara menjual
dengan harga yang wajar, disini pihak bank akan memberikan target
waktu kepada nasabah)
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6. Apabila semua upaya telah dicoba oleh pihak bank dan belum
menemui titik terang atau solusi maka pihak bank akan melakukan sita
jaminan atau agunan milik nasabah yang merupakan jalan terakhir. Jika
debitur memang tidak punya itikad baik atau sudah tidak bisa lagi
melakukan pengembalian pinjaman seperti diawal yang telah
diperjanjikan”

Berdasarkan hasil wawancara yang _penulis lakukan dengan Sandi
Sasmita selaku Mortage Consumer Financing Unit Head (MCFU Head) BTN
Syariah Cabang Pekanbaru atas-pertanyaan Bentuk wanprestasi apa yang
dilakukan oleh pihak“debitur ? dengan adanya pertanyaan tersebut penulis
mendapatkan jawaban sebagai berikut:

Didalam perjanjian kredit Pasal 11 angka 5 telah menyebutkan bahwa
debitur dilarang untuk menyewakan, menjual atau mengizinkan
penempatan atau penggunaan dan penguasaan agunan-kepada pihak lain
dalam bentuk jual-beli tanpa memberitahukan kepada bank atau tanpa
seizin pihak perbankan. Permasalahan ini sering menjadi penyebab konflik
antara pihak bank dengan pihak lain yang menguasai objek kredit.

Namun-di dalam ,prakteknya, pihak bank memperbolehkan debitur
menyewakan rumah yang sedang menjadi objek kredit kepada pihak lain.
Menurut Gatot Supramono factor yang menyebabkan terjadinya kredit macet
diantaranya ; (Supramono, 2014, p. 269)

1. Penyalahgunaan kredit yang dilakukan pihak debitur

2. Kredit macet terjadi apabila nasabah tidak pandai mengatur keuangan

3. Pihak debitur yang tidak jujur

Apabila terjadi wanprestasi atau kredit macet maka dapat dilakukan
beberapa upaya berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.

30/16/UPPB tanggal 27 Februari 1998 sebagai berikut : (Ikhsan, 2015)
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1. Rescheduling atau penjadwalan kembali

Merupakan perubahan syarat-syarat dan ketentuan kredit hanya
mengenai jadwal pembayaran atau jangka waktu. Pada kredit macet, pada
umumnya setiap debitor yang bermasalah diajak untuk bertemu guna

mencari solusi-atau jalan keluar. Solusi yangdiberikan pihak bank adalah

debitur yang mengala a kredit macet untuk melakukan

persyaratan ulang yang dianggap perubahan keadaan dengan

memperhatikan masalah-msalah yang berkaitan dengan debitur.
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3. Restructuring atau penataan kembali
Merupakan perubahan syarat-syarat dan ketentuan kredit yang
menyangkut jangka waktu, jumlah cicilan atau angsuran, perubahan
seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, yang
dapat disertai.dengan penjadwalan kembali dan-atau persyaratan kembali.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata bahwa jika terdapat salah
satu pihak tidak melakukan kewajiban (prestasi) maka pihak yang lainnya yang
terlibat dalam pejanjiansuntuk memberikan peringatan terlebih dahulu, biasanya

disebut dengan somasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Sandi
Sasmita selaku Mortage Consumer Financing Unit Head (MCFU Head) BTN
Syariah Cabang Pekanbaru atas pertanyaan Bagaimana tindakan pihak bank jika
nasabah mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran ? dengan
adanya pertanyaan tersebut penulis mendapatkan jawaban sebagai berikut:

Pihak BTN Syariah Cabang Pekanbaru akan mengingatkan dengan cara

mengirimkan surat pemberitahuan : Surat Teguran 1 (Pertama), Surat

Teguran 2 (Kedua) dan Surat Teguran 3 (Ketiga).

Ketika pihak bank telah melaksanakan semua upaya guna menyelamatkan
kredit yang bermasalah, tetapi masih saja pihak debitur tidak melakukan
kewajibannya untuk melunasi hutang dengan cara pembayaran angsuran kreditnya
ke bank, maka langkah selanjutnya yang dapat ditempuh oleh pihak bank adalah
mengirimkan surat mengenai pemberitahuan lelang untuk pemasangan lelang
(dalam proses lelang) dan kemudian rumah tersebut akan diberikan cap tanda

bahwa rumah dilelang.
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BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis uraikan dengan jelas dalam

yang dilakukan berdasarkan p p murabahah (jual-beli). Adapun proses

pemberian KPR BTN Syariah Cabang Pekanbaru yaitu dengan
pemberkasan, = wawancara dan  SID/BI  Checking, analisa,
approval/keputusan, akad, pencairan, proses dokumen dan pencairan

terakhir.
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3. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan KPR bermasalah pada Bank

Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Pekanbaru dapat dibagi menjadi

dua yaitu :

a. Faktor internal meliputi:

a jumlah personil analis pembiayaan (Account Officer)

g dibiayai belum dihuni nasabah, atau

terkena banjir dan lain-lain.

4) Nasabah menunggak karena rumah yang dibiayai tidak sesuai

dengan keinginan nasabah.
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5) Nasabah mempunyai masalah keluarga yang berpotensi untuk
menunggak pembayaran, misalnya cerai.
6) Nasabah terdampak oleh musibah alam pandemi covid-19,

sehingga mengganggu stabilitas penghasilan nasabah untuk

Rescheduling

(memperkecil
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Saran

. Dalam memberikan pinjaman pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah

(KPR) kepada calon nasabah, sebaiknya pihak Bank BTN Syariah Cabang
Pekanbaru harus sangat berhati-hati dan selektif dalam memberikan

pembiayaan y dengan cara melakukan pehgawasan yang khusus dan

terhadap nasabah, aga ak yang merasa dirugikan. Dan

terhadap perjanjian akad murabahah yang dilakukan oleh Bank Tabungan
Negara (BTN) Syariah Cabang Pekanbaru dapat memenuhi unsur keadilan

bagi nasabah.
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